
4. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 11 Tahun 2001 tentang 
Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum (Lembaran Daerah Kota 
Denpasar Tahun 2001 Nomor 11); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia 5679); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan 
Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara 
Republik Indonesia tahun 1992 Nomor 9 Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3465); 

bahwa sebagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal 11 ayat (2) 
huruf b Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 11 Tahun 2001 
tentang Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum, perlu menetapkan 
Peraturan Walikota tentang Pengaturan Pendirian Bioskop. 
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Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan 
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar. 

Pasal 3 
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

BAB III 

PENUTUP 

Pendirian Bioskop di Kota Denpasar wajib memenuhi kriteria jarak minimal 
pendirian bangunan bioskop dengan bioskop yang sudah ada yaitu 5 kilometer. 

Pasal2 

BAB II 

PENGATURAN PENDIRIAN BIOSKOP 

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan : 
1. Kota adalah Kota Denpasar. 
2. Pemerintah Kota Denpasar adalah Pemerintah Kota Denpasar. 
3. Walikota adalah Walikota Denpasar. 
4. Bioskop adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk 

pemutaran film diruang tertutup. 

Pasal 1 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGATURAN PENDIRIAN 
BIOSKOP. 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN : 


